BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

PUTUSAN
Nomor : 01/Ps.Reg/05.06/111/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Register Penyelesaian Sengketa Proses
permohonan dari: : e

Nama
No. KTP
Alamat

L
Y
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Telp/HP

Sebagai PEMOHON yang mendaftarkan diri atau didaftarkan

ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Partai
Politk atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan
Calon, yang tidak ditetapkan KPU (Pencoretan Daftar Calon
Tetap Pemohon Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan i 3
Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pada Pamilihan-' )
Umum Legislatif Tahun 2019), sebagaimana berdasarkan
Surat Kuasa Khusus dengan Reglster Nomor GQISKK-"

kuasa kepada :

1. TONIIRWAN JAYA,SH ——————
2. FAJAR GHOZALIMUSLIM, S.H ————

Semuanya adalah Advokat/Penasehat F
Hukum “TONI IRWA
selanjutnye
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Terhadap
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
berkedudukan di Kelurahan Pasar atas Bangko, Keca alza
Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutn
disebut sebagai TERMOHON-

b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten /Kota -—-

Pasal 103
Bawaslu Kabupaten/ =) S
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Pemohon  merupakan .
Perwakilan Rakyat Daerah Kabup
Partai Demokrat Nomor Urut 4
Merangin 2 (dua) dan telah t | 3 |
Calon Tetap Anggota Dewan F dlan v
Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemi 'ﬁ "
Legislatif Tahun 2019, - |
2) Kedudukan Hukum Termohon _ |
Termohon adalah i ater
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Umum  Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-
Kpt/1502/KPU-Kab/Ill/2019, tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/IX/2018
Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan -_
Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum
Legislatif Tahun 2019, yang dltetapkan di Bangko,
tanggal 13 Maret 2019. e
Bahwa pada pokoknya Surat Keputusan Komisi P,' milih
Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-
Kpt/1502/Kpu-Kab/111/2019, Tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Komisi Pemilihan .Umum te
Merangin Nomor : 52/Hk.03.1- Kptl150

Tentang Daftar Calon Tet_a_p Aﬂgg@taf ewa

tanggal 13 Maret 2019 menut
tidak sesuai fakta hukum dan s
peraturan yang berlaku, sebagaima
pada : L

1) Undang-Undang

2017 te

L 4
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Terlapor tidak terbukti secara sah dan n
melakukan perbuatan melanggar t =
atau mekanisme pada tahapan pe

5) Putusan ~ BAWASLU
03/ADM/BWSL/PEMILU/PR(
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atau DPRD Kabupaten/Kota seba
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wa

keputusan pejabat yang

(satu) Hari sebs
hal calol
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PEMILIHAN UMUM LEGI
Kemudian pada tanggal
telah melengkapi berk
Putusan Bawaslu
03/ADM/BWSL/PEMILU/PR
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ANGGOTA DEWAN PERW

DAERAH tersebut meninggal
masalah pidana yang sudah ad
tersebut bersesuaian

Demokrat Daerah Pe
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berdasarkan putusan pengadilan yang ber
hukum tetap setelah penetapan DCT,
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Keputusan KPU, KPU Provin:
KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang
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Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon
Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupa :
yang pada pokoknya menyatakan pad

Tentang Penyusunan, Penetapan D
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- PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA
PENETAPAN DCT

- Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan |
DCT

- Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat tefjadi -n;
kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel
berikut: &
Tabel 3. ol
No | Kondisi Tindak Lanjut  Ketentt
1 |terdapat bakal calon | Partai Politk tidak | 1 J
yang dapat melakukan
diketahui merupakan | penggantian terhadap
mantan terpidana | bakal calon yang
bandar narkoba, | bersangkutan X
kejahatan seksual, dan
/atau  korupsi  yang

dibuktikan dengan telah
diterimanya  putusan
pengadilan yang tela

| berkekuatan

| tetap
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meninggal dunia

bakal calon
bersangkutan

terdapat

yang
mengundurkan diri

bakal Partai

dapat

calon

ca1on

terdapat bakal calon
yang 1
ditetapkan sebagai

terpldana bardasarka

penggantiah

penggantian terhadap

yang

Kabupaten/Kota mencoret
nama calon yang
bersangkutan tanpa
mengubah urut
calon.

nomor

2. KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyusun
Berita Acara
menerbitkan

Keputusan K
Provinsi/KIP
KPUIKIP :

Pk _ fidak _'
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- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
atau sebagian;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Merangin
Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/II/2019, tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR:
52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAH._UN
2019. :
- Meminta kepada KPU Kabupawn Merangm u ¢
melaksanakan Putusan ini. —---—— TR e

......

Apabila Bawaslu Kabupaten Merangin Berpen :
mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aex 3 pMEae

Demikian Permohonan Pemohon. Di
Bawaslu Kabupaten Merangin dapat sege
memutuskan permohonan ini secara ag

g. Bukti-bukti Pemohon
Dalam pr es pemer
bUktl ti sebaq:-
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tertanggal 1 Maret 2019 tentang Pencabutan Surat
Keputusan Gubernur Jambi Nomor
1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2. 2/2018, tanggal
24 Oktober 2018; (Bukti P-5)

Surat pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten =~ Merangin  Nomor  121/PP.02.1-
SD/1502/KPU-KAB/III2019 tertanggal 13 Maret 2019,
yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demelgmt Sl
Kabupaten Merangin; (Bukti P-6) —

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umi
Merangin Nomor 18/HK.
KAB/III/2019,  tentang
Keputusan KOITIISI Pe
Merangin Nomor : 52/hk.03
tentang Daﬁar ~Calon

Perwaklian Ral
_.F'ermhhan
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2) Jawaban termohon:

a. Uraian jawaban

1. Bahwa dalii PEMOHON surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor
18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/111/2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi 1an
Umum Kabupaten Merangin Nomor 52
Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Cal

dengan Undang-Undang Nomor
Pemilihan Umum dan Peratura
Umum Nomor 20 Tahun 201
Anggota Dewan Perwakilan 'Ra y:
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Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019,
sebagaimana dirubah dengan Keputusan Gubemur
Jambi Nomor 1265/KEP.GUB/SETDA. PEM-OTDA-
2.2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur
Nomor  1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-: 8
tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan'
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jat _
2014-2019, yang dalam Putusan PTUN J:

40/G/2018/PTUN. JBI mengembankan ha

Merangin, pada hal dalam Pera_
Umum Nomor 20 Tahun 201
terakhir kali dengan Peratura
Nomor 31 Tahun 2018
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Pemerintah Provinsi Jambi dengan diterbitkannya

Keputusan Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-

22/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur

Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-

2.2/2018 tentang Perermian Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa

Jabatan Tahun 2014-2019 Beserta Perubahannya,
seyogyanya dapat dinilai bahwa Pemohon tidak lagi

memenuhi syarat sebagai calon legislatif dari Partai

Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 Nomor urut 4,

lantaran tidak memenuhi syarat-syarat calon dan syarat

pencalonan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018. ——— : ’
. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang !
dengan telah ditetapkannya Daftar Calon 7 il o
maka tahapan pendaftaran calon: anggota

g W
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Fauziah, SE (Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin)
dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan
Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor
01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/X11/2018  kiranya  dapat
membuktikan bahwa yang bersangkutan masih aktif
selaku anggota DPRD Kabupaten Merangin meski
ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). |
majelis menilai dan/atau berkenan dalam

mencari kebenaran materill maka kiranya pi

terkait yang mengetahui keaktifan Drs. H. Fauzi )

dimintai keterangan.—

. Bahwa Terhadap dalil PEMGHG
bahwa dalam Keputusan
Nomor 961!PL 01. 4-Kptl@6!K
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Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan
Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, maka Termohon menilai telah
dijelaskan dalam angka 2 sebagaimana dimaksud di
atas dan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum
dimaksud juga tidak ada satu pun frasa dan/atau
ketentuan yang melarang TERMOHON melakukan
pencoretan terhadap calon yang tidak memenuhi syarat.
5. Bahwa demi terangnya sengketa proses ini kiranya,
J majelis yang terhormat tidak megesahkan bukh bempa
~ “SURAT PENGUNDURAN DIRI DARI
DPRD KABUPATEN MERANGIN _
JULI 2018, YANG D NDA
Drs.H.FAUZI YUSUF",yang diaj
lantaran telah dlbukhkan danl
Prownm i den
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Kabupaten Merangin kepada saudara Ir. Edi Suratno;

(Bukti T-5)
6. Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Merangin  Nomor :  321/PY.04.1-SD/1502/KPU-

Kab/VI11/2018 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota
DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Nasdem, tanggal
30 Agustus 2018; (Bukti T-6)
7. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem-
Nomor : 160-SE/DPP-Nasdem/IX/2018 Perihal Jawaban
Surat DPRD Kabupaten Merangln tanggal 12 September
2018; (Bukti T-7) ait
8. Fotocopy Surat Ketua DPRD Kabupaten Mefangln O
Nomor : 170/266/DPRD/2018 tanggal 20 Sep :
Perihal Pergantian Antar Waktu; (Bukti T-B) e
9. Fotocopy  Surat  Bupati
100/673/Pem/2018 Perihal Usul

Merangin dari Partai Na_s_;l_'_ef_.

2018; (Bukti T-9)-
10.Fotocopy Surat Kep usar
1131fKEPGU ETL
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komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor
52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangin Pemiihan Umum Legislatif Tahun

20189;

Apabila Bawaslu Kabupaten Merangin berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya.

3) Fakta Adjudikasi,
a. Keterangan Pemohon,

- Bahwa Pemohon menerangkan, pemohon merupakan
Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin dari Partai Demokrat dapil 2 Nomor Urut 4 et
daerah Pemilihan Merangin dan telah terdaftar dalam
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Um
Legislatif Tahun 2019; -

- Bahwa Pemohon menerangkan, denga
Keputusan KPU Kabupaten Merang
Pemohon sebagai «Calon Ang: a“

Merangin . berte “( gan  deng
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b. Keterangan Termohon

Bahwa Termohon menerangkan, KPU Kabupaten
Merangin menerima surat keputusan Gubernur yang
menyatakan pencabutan terhadap SK Pemberhentian
Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin;---
Bahwa Termohon menerangkan, sesuai dengan PKPU
nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) hurup s
menyatakan “Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik
yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada
pemilu terakhir harus mengundurkan diri sebagai anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -———---
Bahwa Termohon menerangkan, Termohon melakukan
pencoretan terhadap Pemohon telah sesuai dengan
prosedur, hal ini merupakan implikasi terhadap upaya
hukum yang dilakukan oleh Pemohon yan
menghasilkan Putusan PTUN Jambi yang memerint:
Gubernur Jambi untuk mencabut SK
Pemohon sebagai Anggota DPRD Kak

likan harkat, mar
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_ Bahwa Fauziah menerangkan hak keuangan Drs. H.
Fauzi Yusuf sudah diajukan Surat Perintah Membayar
(SPM) dan sekarang sedang dalam proses berdasarkan
SK Gubernur; : -

_ Bahwa sdri Fauziah mengetahui penggunduran diri Drs.
H. Fauzi Yusuf dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin
tertanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh nrs.
H. Fauzi Yusuf;

_ Bahwa Fauziah menerangkan telah mengetahm Subt'
Keputusan  Gubernur tentang Peneabutal;l et WSK.,
Pemberhentian saudara Drs. H. Fauzl Yusuf‘ s ST

d. Keterangan saksi/ahli

1) Keterangan Saksi-—-
I.H. AHMAD FAUZI, ST,
Demokrat Kabupates
bawah sumpabh :-
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Kab/lll/2019, tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-
Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. —-

2) Keterangan Ahli
Bahwa pemohon mengajukan ahli yaitu atas nama Prof.
Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum dan Prof.
Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., MH memberi
keterangan bersama secara tertulis sebagai berikut: --—
. Bahwa Pemohon Drs. H. fauzi Yusuf dicoret daftar

calon tetap anggota legislatif Kabupaten Merangin

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
atas pencoretan tersebut Pemohon D Fauzi

Yusuf mengajukan pemeriksaan Pe

Sengketa Proses Pemilihan Umi '

Badan Pengawas Pemilihan

Kabupaten Merangin berpedo

posisi kasus yang d

sepade i i
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Bahwa dari segi Substansi, Substansi dari
Keputusan Tata Usaha Negara sudah tepat dan
sesuai berdasarkan hasil sidang pleno KPU Merangin
terutama dalam penentuan DCT anggota Legislatif
dimana pemohon termasuk di dalamnya;
Bahwa artinya secara Hukum Administrasi Negara
aplikasikan melalui Undang-undang Pemilu baik KPU
sebagai Penyelenggara maupun Pemohon sebagai
calon sudah melalui proses hukum administrasi
mengikuti tahapan dan sudah final. Berarti secara
hukum pencalonan pemohon mulai dari pemenuhan
persyaratan sampai masuk dalam Daftar Calon Tetap
memenuhi persyaratan dan sah secara hukum. ———-—
Bahwa dalam perjalanan dengan berbagai persoalan

seputar persyaratan dan adanya retasi yang i
keliru nama pemohon dicoret dari daftar tetap
permasalahan hukumnya apakah p nama -

pemohon dari Daftar Calon Tetap |
secara hukum;-—-——--—-———--—"--

Scanned by CamScanner



Bahwa pemohon Drs. H. Fauzi Yusuf memiliki
spesifikasi kasus dalam proses pencalonan Karena
yang bersangkutan pindah partai.
Bahwa yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD
Kabupaten Merangin dari Partai Nasdem masa bakti
2014-2019.
Bahwa pada pencalonan Anggota Legislatif Pemilu
2019 pemohon pindah partai ke partai Demokrat dan
menjadi Calon Legislatif dari Partai Demokrat.
Bahwa pada saat pencalonan dari Partai Demokrat
yang bersangkutan harus mengajukan pengunduran
diri dari Partai Nasdem yang secara otomatis
mempunyai Implikasi terhadap kedudukannya
sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin. -
Bahwa secara hukum oleh Partai Nasdem Pemohon
sudah diajukan untuk PAW, akan tetapi dengal
adanya perlawanan dari Pemohon melalui gu
Peradilan Tata Usaha Negara PAW
sehingga kedudukan Pemohon sel
DPRD tetap. Kedudukan Pemoh -
dunterpretas; an oleh KP s
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten
Merangin.
- Bahwa dari kedua sisi hukum tersebut tidak satu
alasan pun yang dapat digunakan untuk mencoret
atau menggugurkan hak pemohon sebagai calon
tetap anggota legislatif. Secara hukum coretan calon
tetap anggota legislatif yang sudah ditetapkan daftar
calon tetap akan perbuatan melawan hukum karena
sesuai dengan asas hukum, terhadap seseorang tidak
dapat dilakukan asas berlaku surut. Artinya
pencoretan daftar calon hanya dapat dilakukan pada
masa proses pencalonan berlangsung sebelum KPU
sebagai lembaga atau Badan Tata Usaha Negara
mengadakan Pleno untuk menetapkan calon.
- Bahwa demikian pula halnya hak pemohon tidak
gugur dengan sendirinya dengan adanya putusan o
yang mempunyai kekuatan hukum tetap ya 2. WA
menentukan bahwa pemohon tetap ssbag"' aNggo!l
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupz

e
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pencalegan dan sudah sesuai dengan peraturan
perundang- undangan sebagaimana bukti surat;

- Bahwa selanjutnya mengenai tahapan proses
pencalonan legislatif adalah mempunyai aturan
hukum dan harus ditaati oleh KPU Kabupaten
Merangin sebagai penyelenggara pemilu;

- Bahwa berkaitan dengan pencoretan nama dari daftar
calon tetap dalam hal ini nama Drs. H. Fauzi Yusuf
dari Daftar Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah
Pemilihan Merangin 2, Nomor Urut 4, hanya dapat
dilakukan dengan tiga alasan berdasarkan hukum
yaitu : hak politik dicabut oleh pengadilan, bahwa
calon tetap terganggu jiwanya atau hilang ingatan
sehingga tidak dapat memenuhi lagi persyaratan
pencalonan sebagai calon anggota, bahwa alasan
tersebut tak satupun terpenuhi dalam pencoretan Drs.
H. Fauzi Yusuf dari daftar calon tetap yang dllak.
oleh KPU Kabupaten Merangin; : :

Bahwa proses pemilihan umu a

maﬁrﬁnltml Ng@i tGIﬂapat
iga k %a“pbrﬁh kut sahnya suatu

.keﬁqmsgn administre egara yartu kewanaqgan. AL
= e f*-‘%alam@l enetapan

L BADAN Psﬁéhwks PEMILIHAN unlpgonesw Nomor 7 1:ahu

| * KABUPATEN MERA
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dalam Daftar Calon Tetap merupakan perbuatan
melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Merangin karena sesuai dengan asas
hukum, terhadap seseorang tidak dapat dilakukan
asas berlaku surut (refroaktif);

Bahwa ahli atas nama Prof. Dr. SUKAMTO SATOTO,
S.H., MH pada sidang adjudikasi memberikan
keterangan di bawah sumpah: -

- Bahwa ahli menerangkan pencoretan nama pemohon
dari dalam daftar calon tetap anggota legislatif
merupakan perbuatan melawan hukum, karena hak
pemohon tidak gugur dengan sendirinya dengan
adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap yang menentukan bahwa pemohon tetap

sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten Merangin. Gugurnya hak seorang calon
adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut: -

1) Hak politik calon dicabut oleh Pengadi —--

2) Kesehatan Jiwa calon terganggu sehi
 otomatis tidak memenuhi orsya s
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Legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin
2, Nomor Urut 4 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,
sebagaimana hal ini telah tertuang dalam poin KEDUA
halaman 2 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-
Kpt/1502/KPU-Kab/Ill/2019, tentang PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR :
52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN
2019, yang dltetapkan di Bangko pada tanggaj 13 Maret
2019. o
2) Bahwa pada pokoknya sebagaimana KPU
Merangin telah salah dan keliru dalam
Surat Keputusan Komisi Pemi 'han

Merangin Nomor
Kab/111/2019, tentang PER

KEPUTUSAN K
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sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari
sebelum penetapan DCT. Ayat (6) Dalam hal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian
belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib
menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan
bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah
disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah
diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian
belum diterima calon yang bersangkutan akibat
terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan
pemberhentian dimaksud karena berada di luar
kemampuan calon Ayat (7) Surat pern) '

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengar
a. bukti pernyataan pengudura
bersangkutan dan b ta '
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memutuskan mencoret nama Drs. H. FAUZI YUSUF dari
Daftar Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah
Pemilihan Merangin 2, Nomor Urut 4 sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini, sebagaimana hal ini telah tertuang
dalam poin KEDUA halaman 2 dalam Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor :
18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/111/2019, tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR
52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN
2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13, Maret

Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang_
Umum, sebagaimana keterangan di
oleh ahli sebagal benkut
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secara fisik ~maupun psikis), calon tetap
mengundurkan diri (dalam hal ini Drs. H. FAUZI
YUSUF tidak mengundurkan diri), bahwa alasan
tersebut tak satupun terpenuhi dalam pencoretan Drs.
H. FAUZI YUSUF dari daftar calon tetap yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin;

Bahwa proses pemilihan umum merupakan proses
hukum administrasi yang dilakukan dengan berbagai
tahapan secara berurutan. Sehingga bagi peserta
pemilu maupun penyelenggara pemllu proses
tersebut mengikat secara hukum; - -
Bahwa dalam hukum administrasi Negara terdapat

tiga criteria penting menyangkut sahnya suatu
keputusan administrasi Negara yaitu kewenangan ,
(dalam hal penetapan calon, KPU Kabupaten B
Merangin sebagai penyelenggara pemilu memiliki.
kewenangan meurut Undang-Und ang :
Indonesia Nomor 7 tahun 2017 al
Umum untuk mengambil kej
tidak meneta an d
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sebagai peserta pemilu /calon telah melalui proses
hukum administrasi dalam hal tahapan pencalegan
dan dengan terbitnya daftar calon tetap pada tanggal
20 September 2019 adalah sah secara hukum maka
hal tersebut sudah final;
. Secara hukum PENCORETAN terhadap Drs. H.
FAUZI YUSUF dalam Daftar Calon Tetap ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH
KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF TAHUN 2019 MERUPAKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin karena
sesuai dengan asas hukum, terhadap seseorang tidak
dapat dilakukan asas berlaku surut (retroaktif). -

f. Kesimpulan Termohon —-- b

Terhadap dalil-dalil yang dlsampalkan oleh PEM@HON
dalam proses Pemeriksaan saksi dan pe gesehan

bukti kemarin, maka TERMOHON +MENYAM
KESIMPULAN SEBAGAI E ':r:-. B —
1) Bahwa terhad ap de =
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Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019,
sebagaimana dirubah dengan Keputusan Gubernur
Jambi Nomor 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-
2.2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur
Nomor  1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018
tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun
2014-2019, dengan adanya keberatan yang diajukan
oleh PEMOHON sebenarnya telah membuktikan bawa
adanya keinginan dari PEMOHON untuk tidak mau
mengundurkan diri sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2018 secara jelas dan nyata sebagaimana termaktub
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s yang menyataka
“Mengundurkan diri sebagal anggo DPR, DPRD
Provinsi, atau DPRD Kab en/Kota
anggota DPR, DPRD a
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paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan
DCT”.
Kemudian terkait dengan Drs.H. Fauzi Yusuf tidak dapat
dilakukan pencoretan, maka pada dasarnya yang
dilakukan oleh TERMOHON adalah sebatas dalam
rangka menjalankan Peraturan Perundang-Undangan,
akibat dikeluarkannya Keputusan PTUN Jambi Nomor
40/G/2018/PTUN.JBI.
2) Bahwa dari keterangan Sekretaris DPRD Kabupaten
Merangin, seharusnya dapat dinilai bahwa yang
bersangkutan masih aktif sebelum dan sesudah
penetapan DCT dan seharusnya dapat dinilai tidak
adanya keingginan Pemohon mundur selaku anggota
DPRD Kabupaten Merangin;-

3. Pertimbangan Hukum.
a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Merangin

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasa

Pemilihan  Umum,
penindakan eng
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Ayat (1) menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Permohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"; --------------—

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 468 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa
proses Pemilu;

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 468 Ayat (3) Undang- gy
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Rl

menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses
Pemilu melalui tahapan a Menenma_ dan mengkaji

medl.aSI

kesepakatan melalu_l

__at_au
mufakat; S

Memmbang bah /a, ketel
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Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbawaslu Nomor
27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan “Dalam
melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara a.
Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu, b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, c.
melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa, d.
melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan
e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Menimbang bahwa, sesuai dengan peraturan pe‘r’un'dhhg-

berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemi
diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU. K
Merangin Nomor 18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kat
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Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
menyatakan “Permohon Sengketa Proses Pemilu terdiri
atas calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam
Daftar Calon Tetap’;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam sengketa a quo
adalah calon anggota DPRD Kabupaten Merangin
merupakan peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan
dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten Merangin oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin sesuai dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-
kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019; ---------—-
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Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 8 huruf a
Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum, menyatakan “Termohon dalam
sengketa Proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta
dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa, Termohon adalah Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten Merangin yang  merupakan
penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten Merangin
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia nomor 1999/PP.06-Kpt/05/KPU/XI1/2018 tanggal
18 Desember 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi ‘Jambi
Periode 2018-2023; T Euy

Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 18

kpt/1502/KPU-Kab/I11/2019 tentang P
Keputusan Komisi Pemilihan Umt
No A N8
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Menimbang bahwa, dalam Pasal 12 Ayat (2) jo. Pasal 15A
Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; ——

Menimbang bahwa, Termohon telah menerbitkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
Nomor  18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/Ill/2019  tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-
Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan
Umum Legislatif Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019;-—-

Menimbang bahwa, Para Pemohon dalam sengketa proses
Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Bax
Pengawas Pemilihan Umum Kabupat Merangi
tanggal 15 Maret 2019 dan
permohonan pada tanggal 18 Me
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kpt/1502/KPU-Kab/I11/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
Nomor  52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2-18  tentang
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif
Tahun 2019 yang mana di dalamnya menetapkan
mengeluarkan (mencoret) Calon Anggota DPRD Kabupaten
Merangin dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin
Il Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Fauzi Yusuf dari Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun
2019;

Menimbang bahwa, Pemohon atas nama Drs. H. Fauzi
Yusuf merupakan Anggota DPRD Kabupaten Merangin
masa jabatan 2014-2019 mewakili Partai N:
Demokrat serta masrh aktif sebagal anggota

sebagai Wakil Ketua DP
lain Pemohon terdaftal
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“mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi,
atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh
Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili
pada Pemilu terakhir”;

Menimbang bahwa, Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten/Kota, = menyatakan  “Pengajuan
pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau
DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada:

a. Pimpinan Partai Politik dan lepman DPR bagl
anggota DPR; . e

b. Pimpinan Partai Politik hngkat:

Pimpinan DPRD Provinsi, bag

Provinsi; —

Pimpinan Parta

mmpinan g
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anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD
Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik
yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada
Pemilu terakhir.
tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR,
DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa, Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
menyatakan “mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik
kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
dicalonkan oleh Partai Politk yang berbeda dengan 2yt
Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir”; --—---—----- =

Menimbang bahwa, Pasal 8 Ayat (4) Peratura
Pemilihan Umum Nomor 20 Tz -

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilar
Perwakilan Rakyat Daerah F
Perwakilan akyat
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Ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat
yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT”;

Menimbang bahwa, Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan
‘Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD  Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan
keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat
pemberhentian belum selesai diproses, calon yang
bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan
yang menyatakan bahwa: L5 el

a. pengunduran  diri yang bersangk
disampaikan  kepada pejabat yang
telah diberikan tanda teri -

b. keputusan pemberhe i
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Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau
surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi
syarat”;

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi
Jambi Nomor  03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/1/2019
tanggal 13 Februari 2019 Termohon telah dinyatakan
secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran
terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme tahapan
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 dengan amar A
putusannya sebagai berikut; e i

a. Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin terbukti secara sah dan
meyakinkan telah melakukan pelanggatan

Tata Cara, Prosedur,

Pencalonan Anggota DPR DF’R

: Memenntahkan

......
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Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019; --
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor
1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang
Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019. —

Menimbang bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jambi telah membacakan Putusan nomor
40/G/2018/PTUN.JBI pada tanggal 14 Februari 2019 antara
Penggugat atas nama Drs. H. Fauzi lawan Gubernur Jambi
sebagai Tergugat, yang mana beberapa amar putusannya
berbunyi: :

1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan
Gubernur Jambi nomor 1 131/KEP GUB/SETDA.PE
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Menimbang Bahwa, Termohon telah mengeluarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
Nomor  18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/Ill/2019  tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-
Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan
Umum Legislatif Tahun 2019 (mencoret Pemohon dari DCT);

Menimbang  bahwa,  disebabkan  karena  sudah
dikembalikannya harkat, martabat, dan kedudukan Pemohon
sebagai Anggota DPRD kabupaten Merangin, maka
Pemohon merupakan Anggota DPRD Kabupaten Merangin
Masa Jabatan 2014-2019 yang mana status Pemohon
sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin tersebut
mewakili Partai Nasional Demokrat; Al S

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal &
huruf b angka 8 Peraturan Komj >
Nomor 20 Tahun 2018 Te .-
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Menimbang Bahwa, berdasarkan Pasal 240 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum yang menyatakan “Bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara
Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:” hurup n
“menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu”. Pemohon
dalam Permohonan a quo dicalonkan oleh partai politik yang
berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu
terakhir;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 405 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ayat (1)
menyatakan “Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar
waktu karena: a. Meninggal dunia, b. mengundurkan diri,
atau c. diberhentikan”. Ayat (2) huruf i “Anggota BB- :
Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu s aimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, apa" a n
partai politik lain”. Pemohon dale

telah mengundurka i
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yang diberhentikan adalah Anggota Lembaga Perwakilan
Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti
dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga
Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan”. Pemohon dalam Permohonan a quo telah
menjadi anggota Partai Politik lain karena dicalonkan oleh
Partai Politk yang berbeda dengan Partai Politik yang
diwakili pada Pemilu terakhir;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 99
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan
Ayat (1) menyatakan “Anggota DPRD berhenti antar waktu
karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri; atau c.
diberhentikan”, Ayat (2) menyatakan “Mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai
dengan surat pengunduran diri dari yang bersangk

pengunduran diri
dipersyaratkan dalam kete
undangan”; Ayat (3) rhuruf |
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2. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak
relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini
dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana
tercantum dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang
menentukan: “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; -—

Menimbang bahwa, berkaitan dengan pelembagaan
keterwakilan rakyat Majelis mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut: :
1. Bahwa struktur perlembagaan perwakilan ‘rakyz
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aspirasi masyarakat sedangkan di sisi lain partai politik

memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana
pemerintah ke masyarakat;

Menimbang bahwa, Termohon berwenang menetapkan
Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT)
anggota DPRD Kabupaten Merangin dan  Termohon
berwenang menyatakan bakal calon atau calon anggota
DPRD Kabupaten Merangin Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
dan mencoret atau mengeluarkan calon anggota DPRD
Kabupaten Merangin yang dianggap tidak lagi memenuhi
syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten
Merangin pada Pemilu 2019;

Menimbang bahwa, Termohon menerbitkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor
18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/I1I/2019  tentang Pe bah
Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Merangin  Nomor  52/HK.03.1-kp!
tentang Daftar Calon ap Ang
Rakyat Daerah

Legislatif Taht
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KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di
atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai
berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan
permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -—-—----—-——--

3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

4. Pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-
kpt/1502/KPU-Kab/Ill/2019 tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor

52/HK.03.1-kpt/1502/KPU- Kab!lm 18 tentang Daftar Calo
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Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

6. Bahwa status Pemohon yang telah mengundurkan diri sebagai
anggota DPRD Kabupaten Merangin akhirnya menjadi aktif
kembali karena telah dikembalikan harkat, martabat serta
kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin

berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor
257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang
Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor
1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang

Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

7. Bahwa Pemohon calon anggota DPRD Kabupaten Merangin
yang berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin
yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan pa_'
politk yang diwakili pada Pemilu terakhir s ‘
dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s da Pasal 2
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No
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Kabupaten = Merangin  Nomor  52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-
Kab/IX/2-18 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan
Umum Legislatif Tahun 2019 dengan alasan karena Pemohon
masih menjabat sebagai anggota DPRD.

Mengingat : Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesalan
Sengketa Proses Pemilihan Umum. ==
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MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten
Merangin pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh 1) Alber
Trisman, S,Pd, 2) Salman, S.H.l., MH, 3) Zamharil, S.Pd, 4) Abdul
Rahim, M.Pd.|, dan 5) Markus, S.Pd.| masing-masing sebagai Ketua
dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin dan diucapkan di
hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1)
Alber Trisman, S,Pd, 2) Salman, S.H.l., MH, 3) Zamharil, S.Pd, 4)
Abdul Rahim, M.Pd.|, dan 5) Markus, S.Pd.| masing-masing sebagai
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin. -

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa 5
Bawaslu Kabupaten Merangin /2

KETUA
TTD
ALBER TRISMAN, S.Pd
ANGGOTA
TTD

SALMAN, S.H.,,MH

ANGGOTA
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